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MOTTO

Kebahagiaan adalah ketenangan jiwa, ketentraman sanubari, hati yang
terbuka, budi pekerti yang baik, akhlak yang dibarengi dengan sifat
menerima dan merasa cukup dengan nikmat yang diberikan.*)

___ ") Menjadi Wanita Paling Bahagia oleh DR. Aidh al-Qarni. Qisti
press. 2005:48.
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RINGKASAN

Masalah perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang memerlukan
tatanan hukum yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat yang ada. Oleh
karena itu, tanpa adanya suatu pedoman yang mengikat tentu banyak terdapat
pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Timbulnya hubungan antara
pria dengan wanita yang berlanjut hingga mengadakan suatu ikatan yang dinamakan
perkawinan tersebut merupakan masalah yang fundamentil bagi setiap manusia pada
umumnya, sebab rumah tangga itu merupakan unit terkecil dari masyarakat.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh setiap calon mempelai harus melalui
beberapa tahap atau syarat-syarat terlebih dahulu. Begitu pula dengan mereka yang
melangsungkan perkawinannya dengan berdasarkan agama Khonghucu.

Berdasarkan keadaan tersebut maka penulis terdorong untuk menuangkan dalam
skripsi yang berjudul “ANALISA YURIDIS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN
MENURUT AGAMA KHONGHUCU™,

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan yang dapat penulis
kemukakan adalah bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan menurut agama
Khonghucu dan penerapan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor | tahun 1974
terhadap perkawinan menurut agama Khonghucu.

Tujuan penulisan dimaksudkan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis
tata cara pelaksanaan perkawinan menurut agama Khonghucu dan penerapan pasal 2
ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 terhadap perkawinan menurut agama
Khonghucu.

Metode penulisan pada skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah
secara yuridis normatif. Sumber bahan yang digunakan adalah sumber bahan hukum
primer dan sumber bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum
dilaksanakan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Bahan hukum yang diperoleh

dianalisa dengan menggunakan metode analisa normatif kualitatif.

Xiv
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Perkawinan menurut agama khonghucu yang dilakukan telah memenuhi
ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam skripsi ini
penulis lebih menekankan pada tata cara pelaksanaan perkawinan menurut agama
Khonghucu dan penerapan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
terhadap perkawinan menurut agama Khonghucu tersebut.

Perkawinan menurut agama khonghucu yang telah dilaksanakan oleh kedua
belah pihak mempelai seringkali mengalami kendala dan hambatan. Kendala dan
hambatan tersebut adalah mengenai proses pencatatan. Dalam proses pencatatan
tersebut yang berhak dan berwenang adalah pihak Kantor Catatan Sipil tempat kedua
mempelai melangsungkan perkawinan tersebut. Penulis menganalisa dan terjun
langsung di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka disarankan dalam penerapan pasal 2
ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan menurut agama
khonghucu hendaknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hendaknya dilakukan dengan terbuka dalam proses pencatatan perkawinan
menurut agama khonghucu seperti halnya pencatatan agama yang lainnya, yang proses

pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh pihak kantor catatan sipil.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dan
Jjuga dikenal sebagai negara kepulauan, yang membentang dari Sabang sampai
Merauke. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dihuni oleh aneka ragam suku
bangsa, ras, bahasa, budaya maupun agama. Dalam aspek agama jelaslah terdapat
lima kelompok agama yang diakui (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978), yakni agama Islam,
Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha. Sedangkan Khonghucu merupakan
agama yang disahkan sebagai agama yang keenam (Penetapan Presiden Nomor |
Tahun 1965).

Masalah perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang memerlukan
tatanan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat yang ada. oleh karena
itu tanpa ada pedoman yang mengikat tentu banyak terdapat pelanggaran dalam
pelaksanaan perkawinan.

Pada hakekatnya manusia mempunyai hasrat, keinginan, dan rasa
membentuk dirinya sendiri sebagai manusia. Manusia baru menjadi manusia
setelah ia hidup bersama. Adapun menurut hakekat manusia. tujuan perkawinan
yang esensial adalah menghindari terjadinya kepunahan makhluk manusia,
sekaligus hal ini berfungsi melestarikan cksistensi manusia itu di permukaan
bumi, maka dari itulah perkawinan dapat diasumsikan sebagai suatu lembaga
yang berpengaruh sebagai benteng kehidupan yang telah membuktikan dapat
mengamankan setiap estafet dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya.

Timbulnya hubungan antara pria dan wanita yang berlanjut hingga
mengadakan suatu ikatan yang dinamakan perkawinan ini adalah merupakan
masalah yang fundamentil bagi setiap manusia pada umumnya, sebab rumah
tangga itu merupakan unit terkecil dari mayarakat.

Salah satu di antara suku-suku bangsa yang terdapat di Indonesia yang

menginginkan juga perkawinan dan menginginkan suatu jaminan mengenai
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perkawinan tersebut adalah suku bangsa Cina atau Tionghoa sehingga mutlak
adanya suatu hukum nasional, terutama untuk menjamin kelangsungan hidup
beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sekaligus merupakan suatu
perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Hal tersebut dikarenakan persoalan yang masih rawan diperbincangkan di
Indonesia adalah masalah yang menyangkut SARA (Suku, Agama, Ras dan
Antargolongan). Dari keempat permasalahan tersebut yang sangat menonjol
dibicarakan adalah mengenai rasialisme antargolongan etnis Cina dengan
mayoritas pribumi dan masalah yang menyangkut agama, serta kehidupan
beragama etnis Cina.

Etnis Cina juga menganut agama yang berbeda-beda, salah satu agama
yang dianut adalah agama Khonghucu (Konfusianisme). Keberadaan agama
Khonghucu tersebut masih diperdebatkan oleh banyak kalangan, sehingga
menimbulkan berbagai macam interpretasi, keraguan dan dapat membuat para
pemeluknya merasa kurang mantap dalam menjalankan ajaran Khonghucu dalam
kehidupan beragama maupun bermasyarakat.

Para pemeluk agama Khonghucu dipersilahkan untuk memilih salah satu
agama yang telah ada dan diakui oleh pemerintah, yaitu seperti Islam, Kristen,
Katolik, Hindu maupun Buddha, sehingga para pemeluk agama Khonghucu
mendapatkan suatu jaminan perlindungan hukum atau kepastian hukum.

Namun setelah keluarnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000
Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama,
Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 470/336/SJ tanggal 24 Februari 2006 Tentang Pelayanan Administrasi
Kependudukan Penganut Agama Khonghucu, maka para penganut agama
Khonghucu tidak merasa was-was lagi karena telah adanya suatu jaminan
perlindungan hukum atau kepastian hukum.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penulis berminat untuk melakukan
penelitian terhadap perkawinan menurut agama Khonghucu, yang selanjutnya

oleh penulis akan dikaji lebih jauh dalam skripsi yang berjudul:
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“ANALISA YURIDIS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN
MENURUT AGAMA KHONGHUCU”
1.2 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini terkait dengan bidang hukum
perdata, khususnya perkawinan dengan pokok permasalahan mengenai Analisa
Yuridis Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Terhadap Perkawinan Menurut Agama Khonghucu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan
ke dalam suatu masalah sebagai berikut:
|. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Agama

Khonghucu?

[§%)

Bagaimana Analisa Yuridis Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor | Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Menurut Agama Khonghucu?

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan yang hendak penulis capai dari karya tulis ilmiah dalam
bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:
1.4.1 Tdjuan Umum
I. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan

yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Jember.

2

Untuk penulis sumbangkan pada alma mater tercinta dalam menambah
pembendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasannya.

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan,
Khususnya pada bidang hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang

bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
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1.4.2 Tujuan Khusus
I. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan menurut agama
Khonghucu.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang Analisa Yuridis Penerapan Pasal

2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 Terhadap Perkawinan
Menurut Agama Khonghucu.

1.5 Metode Penulisan

Suatu penulisan yang berbentuk karya ilmiah harus menggunakan atau
memakai metodologi agar dapat mencapai hasil yang objektif dan memiliki nilai
ilmiah. Suvatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat
dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data
yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiah.
1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan adalah Yuridis Normatif:
Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doctrinal,
yaitu teori hukum dan pendapat para sarjana hukum yang berhubungan dengan
permasalahan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:97).
1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi adalah
sebagai berikut:

I. Sumber bahan hukum primer, yaitu sumber bahan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau
mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak,

konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

o

Sumber bahan hukum sekunder, yaitu sumber bahan hukum yang
memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum,

jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).
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1.6 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengu.mpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan
karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah dengan cara:
I. Studi Pustaka
Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang
berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta
dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif (Abdulkadir Muhammad,
2004:81).

J

Studi lapangan atau observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan
di lokasi penelitian, yang di dalamnya juga termasuk pengumpulan bahan
primer. Bahan hukum ini diperolech melalui tanya jawab dengan pihak-
pihak terkait, dalam hal ini adalah Pejabat Kantor Catatan Sipil
Banyuwangi dan Pihak Tri Dharma Banyuwangi. Dalam studi lapangan
tersebut, penulis melakukan suatu kegiatan, yaitu:
a. Pengamatan atau observasi
Pengamatan atau observasi adalah kegiatan peninjauan yang
dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan,
dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum
di lokasi (Abdulkadir Muhammad, 2004:85).
b. Wawancara atau interview
Wawancara adalah situasi peran antar-pribadi bertatap-muka
(face-to-face), vakni pewawancara-mengajukan  pertanyaan-
pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang
relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden

(Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003:82).

1.7 Analisa Bahan Hukum

Untuk kesimpulan dari hasil penelitian yang terkumpul akan dipergunakan
metode analisa normative kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak
dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan

kualitatif dimaksudkan analisa data yang bertitik tolak pada usaha-usaha
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penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografis dari

responden (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
2.1.1 Sejarah Khonghucu

Sejarah  Khonghucu dipadankan dengan sejumlah sebutan: Kong
Jiao/Kung Chiao, Ru Jiao/Chiao, dan Ji Kau. Semua sebutan tersebut merujuk
pada sejarah bahwa Khonghucu merupakan suatu “agama” klasik Cina yang
dibangkitkan kembali oleh Khongeu, yang dalam bahasa asalnya berarti agama
kaum yang taat, yang lembut hati, yang memperoleh bimbingan, atau kaum
terpelajar. Oleh sejumlah orientalis Khonghucu disebut juga Confusianism, karena
Khongcu adalah tokoh sentral yang membawa ajaran tersebut.

Menurut para penganutnya, Khonghucu bukan sekadar suatu ajaran yang
diciptakan oleh Thian (Tuhan Yang Maha Esa), lewat para Nabi dan Raja Suci
purba ribuan tahun sebelum lahir Nabi Khongcu. Fung Yu Lan, menegaskan
bahwa Khongcu (Confuis) adalah seorang “transmitter). Dalam Kitab Susi VIL. 1.
2 telah dijelaskan bahwa Khongcu hanya meneruskan, tidak menciptakan; ia
sangat menaruh percaya dan suka kepada kuno itu.

Menurut catatan sejarah, ajaran para Nabi dan Raja Suci purba ditulis
sejak Raja Suci Tong Giau (2357 SM-2255 SM) atau 17 abad sebelum
Khonghucu lahir. Dengan kata lain, agama Ji Kau melalui proses yang terbentuk
sejak abad 22 SM hingga pasca Khongeu meninggal (abad 3 SM). Ajaran ini baru
dikompilasi pada tahun 79 M dan terhimpun dalam Kitab Suci Ngo King.

Untuk mengetahui mengenai sejarah hidup Khonghucu yang kemudian
menjadikannya sebagai Nabi, maka dalam karya tulis ilmiah ini, penulis akan
memaparkan sebagai berikut, yaitu Khonghucu (Confucius) lahir di Kota Tsou, di
Negeri Lu, pada tanggal 27 bulan 8 tahun 0001 Imlek atau 551 SM. Leluhurnya
adalah K'ung Fangsu. yang merupakan generasi ke-9 dari Raja Muda Negeri Sung
dan generasi ke-4 sebelum Khonghucu dan oleh kalangan Majelis Tinggi Agama
Khonghucu di Indonesia, ia disebut Nabi Khongcu. Pada saat lahir kedua

orangtuanya telah meninggal dunia.
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Khonghucu sangat cerdas dan hal tersebut terbukti dalam menegakkan
program pemerintahan Raja Muda Chiau dan dalam waktu yang sangat singkat, ia
dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Semua masyarakat
memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang dapat dirasakan oleh seluruh
masyarakat. Khonghucu juga mampu mengangkat martabat Negeri Lo, schingga
ia diangkat sebagai menteri di dalam pemerintahan Raja Muda Chiau.

Khonghucu hidup penuh dengan rintangan yang cukup berat. Hal tersebut
dikarenakan setiap kali mengembara dari negeri yang satu ke negeri yang lainnya,
ia mendapatkan pengawasan dari pemerintah negeri tersebut. Setelah puas dengan
hidup yang mengembara tersebut dan menyebarkan ajarannya ke berbagai pelosok
dunia, akhirnya perjuangan tersebut dilanjutkan oleh cucunya dan Khonghucu pun
wafat pada 479 SM.

Sedangkan di Indonesia, Khonghucu diperkirakan datang bersamaan
dengan migrasi Tionghoa, yaitu sekitar abad ke-7 dimana istilah Cina berasal dari
nama Dinasti Chin (abad ke-3 SM). Etnis Tionghoa di Indonesia berjumlah
kurang lebih 6 juta, 95 persen ke atas di antaranya sudah masuk kewarganegaraan
Indonesia. Sekitar abad ke-11, ratusan ribu bangsa Chin mulai berdiam di
kawasan Indonesia, terutama di pesisir Timur Sumatra dan Kalimantan Barat.
Bangsa Chin merantau dari Cina sehingga disebut dengan Cina Perantauan.

Para perantau tersebut membawa serta keluarganya dan membentuk
perkampungan yang disebut “Kampung Cina”. Kini, orang-orang Cina yang ada
di kota-kota dan berdiam dengan membentuk perkampungan pula yang disebut
dengan “Pecinan”.

Orang etnis Cina telah mengalami perkembangan yang l;egitu pesat dan
mengalami banyak hal yang terjadi pada saat berada di Indonesia. Hal tersebut
dapat dilihat pada:

a. Sebelum masa kolonial Belanda (sebelum 1602)

Agama orang Tionghoa memiliki sejarah panjang. Sebagaimana yang
ditunjukkan oleh Liu Jixuan dan Su Shicheng (Sejarah Imigrasi Bangsa Tionghoa
ke Asia Tenggara dalam Silang Budaya Tiongkok Indonesia), yaitu “Orang-orang

Tionghoa yang paling muda mengarungi samudra dan merantau ke luar negeri.
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kebanyakan adalah petani dan buruh penganggur yang buta pengetahuan.
Kebudayaan yang mereka ketahui saat masih berada di dalam negeri tidak lain
adalah ‘kultus terhadap nenek moyang, penghormatan takzim terhadap dewa dan
setan, kepercayaan akan nasib, hidup bergantung pada Tuhan’ serta pikiran-
pikiran dungu dan sederhana lainnya.”

Penyebaran Islam di Jawa dan daerah lainnya oleh Zheng He dan
rombongannya juga memacu bertambah besarnya komunitas muslim Tionghoa di
Indonesia. Wali Sanga yang menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-14 hingga
ke-16 sangatlah terkenal. Sebagian cendikiawan berpendapat, diantara mereka
terdapat muslim Tionghoa atau keturunan Tionghoa. Raden Patah, misalnya yang
mendirikan Kerajaan Islam pertama di Demak, Jawa. Beliau muslim Tionghoa
yang bernama Senopati Jin Bun.

Budha secara resmi masuk ke Indonesia pada abad ke-5. Dan pada abad
ke-7, Sriwijaya di Palembang, Sumatra, menjadi pusat Budha yang penting di
Asia Tenggara. Namun pada pertengahan abad ke-16, Buddha berangsur-angsur
menjadi agama yang penganutnya adalah orang Tionghoa.

b. Sejak Penjajahan Belanda sampai Kemerdekaan Indonesia (1602-1945)

Jauh pada abad ke-13, sudah ada misionaris Katolik Italia yang datang ke
Jawa. Sedangkan Kristen baru disebarkan ke Indonesia oleh Belanda pada awal
abad ke-17. Umat Kristen Tionghoa Indonesia dan umat Kristen pribumi hampir
muncul pada masa yang sama.

Pada 1928, didirikan Tiong Hoa Kie Tok Kau Hwee (Perkumpulan Agama
Kristen Tionghoa). Komunitas muslim Tionghoa mulai muncul di kota-kota besar
Indonesia pada abad ke-18.

Agama Khonghucu Indonesia adalah ciptaan orang Tionghoa Indonesia.
Menurut Sejarah Singkat Perkembangan Agama Khonghucu Indonesia susunan
Majelis Agama Khonghucu Indonesia, pada tahun 1729, di Batavia (Jakarta)
pernah lahir sebuah organisasi bernama Bing Sing Su Wan yang mempromosikan
agama Tionghoa. Namun, organisasi Tionghoa yang paling terkenal di Indonesia

pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah Tiong Hwa Hwee Koan
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THHK), yang didirikan tepat pada tanggal 17 Maret 1900 olch beberapa tokoh
Khonghucu. )

Pada saat itu, Tionghoa sempat terbagi menjadi dua golongan, yaitu
“orang Tionghoa Peranakan™ yang lahir di Indonesia dan “singkek” (pendatang
baru) yang baru datang ke Indonesia dari Tiongkok. Orang Tionghoa Jawa
sebelum akhir abad ke-19 pada pokoknya adalah Tionghoa peranakan.

Mendekati abad ke-20, di Hindia Belanda (yaitu Indonesia semasa di
bawah masa kolonial Belanda), telah lahir sejumlah pemimpin peranakan
Tionghoa yang menerima pendidikan Barat. Mereka menggunakan ajaran
Khonghucu sebagai dasar ideologi, dan mendirikan Tiong Hwa Hwee Koan
(THHK) dengan azas tujuan: Sedapat mungkin mengikuti ajaran Nabi Khonghucu
dan berpegang pada prasyarat tidak melanggar tatasusila yang berlaku,
memperbaiki kebiasaan dan adat-istiadat orang Tionghoa, juga meningkatkan
kemajuan orang Tionghoa dalam surat-menyurat dan penguasaan bahasa.

Menurut Kwee Tek Hoay, dalam bukunya “The Origins of The Modern
Chinese Movement in Indonesia”, maksud dan tujuan pendirian THHK di
kalangan orang keturunan Cina (peranakan Cina) di Jakarta adalah sebagai
berikut:

I. Untuk membangkitkan budaya Cina yang sesuai dengan prinsip-prinsip
ajaran Nabi Khonghucu, membangkitkan dan mengembangkan etika
Khonghucu serta meningkatkan pengetahuan Bahasa Cina dan mengkaji
berbagai literature yang berhubungan dengan Khonghucu:

Untuk membangun, mempertahankan Batavia (Jakarta) dan tempat-tempat
lain di Hindia Belanda;

3. Menambah koleksi dari berbagai buku yang berguna untuk kepentingan
pengetahuan.

[

¢. Sejak Indonesia Merdeka sampai Sekarang (1945-sekarang)

Pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan tahun itu menetapkan Pancasila
sebagai lima prinsip pokok pembangunan. Sila pertama Pancasila adalah
“Ketuhanan Yang Maha Esa” artinya setiap warga Negara Indonesia mempunyai

kebebasan untuk memilih agama apa pun.
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Sejak saat itu, kegiatan agama orang Tionghoa mulai aktif kembali.
LLembaga agama Khonghucu di beberapa daerah turut serta dalam organisasi Tri
Dharma, namun hal tersebut sulit terlaksana. Karena mereka menjadikan Buddha
sebagai titik berat dari Tri Dharma, dan dari ketiga agama itu masing-masing
melahirkan alirannya sendiri.

Perkumpulan agama Khonghucu di Indonesia mengalami perkembangan.
Pada 1954, sejumlah tokoh Khonghucu menyelenggarakan konferensi perwakilan
di Solo. Pada tahun 1961, juga diadakan Kongres Nasional ke-1V, pada
konfersensi tersebut para pemeluk agama Khonghucu mengambil beberapa
keputusan, antara lain: penyatuan peraturan agama Khonghucu; mengganti nama
Perserikatan Kung Chiao Hui Indonesia menjadi Lembaga Ajaran Sang
Khonghucu Indonesia, mengutus pimpinan Lembaga menghadap Menteri Agama
Indonesia dan memohon pengakuan kembali secara resmi kedudukan agama
Khonghucu oleh Departemen Agama, dan hal-hal lainnya.

LLembaga Ajaran Sang Khonghucu Indonesia mengadakan pertemuan di
Bogor, memutuskan penggantian nama lagi menjadi Gabungan Perkumpulan
Agama Khonghucu se-Indonesia. Selanjutnya pada Bulan Mei 1964 di
Tasikmalaya, diadakan lagi Kongres Nasional ke-V Gabungan Perkumpulan
Agama Khonghucu se-Indonesia, yang memutuskan penggantian nama lagi
menjadi Gabungan Perhimpunan Agama Khonghucu Indonesia, dan pembentukan
kembali Persatuan Pemuda Agama Khonghucu Indonesia.

Perkembangan lembaga agama Khonghucu masa ini berhubungan dengan
kondisi politik Indonesia. Tahun 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Pn.Ps
Nomor 1, secara resmi mengakui enam agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen
(Protestan), Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Setelah peristiwa G30S, jumlah muslim Tionghoa meningkat. Sebelum
Perang Dunia I, kebanyakan muslim Tionghoa adalah kaum murba dengan
kedudukan sosial rendah. Sekarang, orang Tionghoa yang menganut Islam banyak
berasal dari kalangan pengusaha, cendikiawan, dan pemuda pelajar. Sebab pokok

barisan muslim Tionghoa berkembang cukup cepat selama 20 tahun terakhir.
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Pada rezim Socharto, 1989 menegaskan bahwa agama yang diakui olch
pemerintah adalah Islarﬁ, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha. Sedangkan
Khonghucu bukan sebagai agama. Namun, pada tahun 2000, Gus Dur, setelah
lengsernya Soecharto, kembali ditegaskan Khonghucu adalah termasuk agama
vang diakui oleh pemerintah. Gus Dur mengatakan bahwa agama, manakala itu
diyakini oleh pemeluk-pemeluknya. Tanpa pengakuan Negara, agama itu akan
tetap hidup karena adanya dalam hati manusia. Untuk menerapkan apakah benar-
benar agam bukan urusan pemerintah atau Negara.

Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) sangat jelas
dikatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan
kepercayaannya itu. Satu hal lagi yang membuat Umat Khonghucu di Indonesia
ini mempunyai harapan besar terhadap masa depan agamanya adalah dengan
dicabutnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 oleh GusDur.
Sebelum pencabutan Inpres tersebut, umat Khonghucu tidak dapat merayakan
tahun baru imlek secara terbuka dan hanya diperbolehkan untuk merayakannya di
lingkungan keluarga saja.

Inpres Nomor 14 Tahun 1967 telah dicabut dan digantikan dengan
Keppres nomor 6 Tahun 2000, dan juga disusul dengan pencabutan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA. 01. 2/4683/95 tanggal 18 November
1978, namun umat Khonghucu Indonesia masih tetap menunggu kebijakan
pemerintah Gus Dur selanjutnya. Dan pada tanggal 24 Februari 2006 ada
ketegasan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470/336/SJ Tentang Pelayanan
Penganut Agama Khonghucu, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama,

Dan Pendirian Rumah Ibadat
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2.2 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 29 ayat (2) berbunyi:
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.”
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
a. Pasal | berbunyi:
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
b. Pasal 2 ayat (1) berbunyi:
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
¢. Pasal 2 ayat (2) berbunyi:
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.”
d. Pasal 3 ayat (1) berbunyi:
“Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai

seorang suami.”

o

Pasal 6 berbunyi:

l)Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai.

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang

tua.

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,
maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang
tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan  tidak untuk menyatakan kehendaknya, maka izin
diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang
mempunyal hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas
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selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan
kehendaknya.

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang
disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau
lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka
Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat
memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang
tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan
lain.”

f. Pasal 8 berbunyi:
“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
a.berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke
atas;
b.berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara scorang
dengan saudara neneknya;

¢.berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak
tiri;

d.berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara
susuan dan bibi/paman susuan;

e.berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan
dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f.mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlaku, dilarang kawin.”

3. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965
“Pasal 1 Penjelasan dinyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh
penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu. Budha. dan

Khonghucu (Confusius) (Lihat lampiran XI).”

4. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi

Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat
Istiadat Cina

PERTAMA :

Mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama,

Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

KEDUA :

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan .
yang ada akibat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama. |
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Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA :

Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat
istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana
berlangsung selama ini.

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (Lihat lampiran
VI).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

ro

Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan
menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan
oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana

dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan
perkawinan.”

Pasal 3 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan
kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan
dilangsungkan.”

Pasal 3 ayat (2) berbunyi:

“Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.”

Pasal 3 ayat (3) berbunyi:

“Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan

sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati

Kepala Daerah.”

Pasal 4 berbunyi:

“Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai,
atau oleh orang tua atau wakilnya.”

Pasal 5 berbunyi:

“Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan,
tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya

pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.”
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7. Pasal 10 ayat (3) berbunyi:
“Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing
hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan
dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”

6. Keputusan Rapat Pleno MATAKIN Nomor IV/MATAKIN/1974 Tentang

Hukum Perkawinan Agama Khonghucu.

7. Surat Edaran Mendagri Nomor 470/336/SJ tanggal 24 Februari Tahun

2006 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama
Khonghucu. '

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perkawinan

Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada jaman apapun juga
selalu hidup bersama, dan berkelompok. Dalam sejarah perkembangan manusia
tidak terdapat scorangpun yang mampu untuk hidup menyendiri, terpisah dari
kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah
untuk sementara.

Menurut  Aristoteles (384-322 SM). seorang ahli pikir Yunani kuno
menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah zoon politicon, artinya
bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan
berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka
bermasyarakat. Dan Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka
manusia disebut makhluk sosial.

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa
yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan
dari masyarakat. Manusia mengalami tiga fase di dunia, yaitu lahir, hidup,
berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat. Hasrat untuk hidup bersama
tersebut telah dibawa manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk

melangsungkan hidupnya, tanpa ada orang lain yang mengajarkannya (C.S.T.
Kansil, 1983:8).
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Untuk itu, manusia sesuai dengan kodratnya mempunyai kewajiban
meneruskan keturunan, yaitu dengan melangsungkan perkawinan. Adapun
pengertian daripada perkawinan itu sendiri adalah sebagai berikut:

I) Perkawinan menurut agama adalah perbuatan suci (sakramen, Samskara),
yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan
anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah
tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai ajaran agama
masing-masing (Hilman Hadikusuma, 2003:10).

2) Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan
lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita scbagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3) Perkawinan menurut agama Khonghucu Indonesia, Bab | Pasal ks
dikatakan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah
tangga) yang berbahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa (M. Ikhsan Tanggok, 2005:112).

2.3.2 Tujuan Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa * untuk
itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing
dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan
spiritual dan material’. Dengan demikian yvang menjadi suami isteri, dalam
kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orang tua-an) (Hilman
Hadikusuma, 2003:22).

b. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Agama Khonghucu
Indonesia

a. Perkawinan adalah satu tugas suci manusia vang memungkinkan
manusia melangsungkan sejarahnya dan mengembangkan benih-
benih Firman Thian, Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujudkan
Kebajikan, yang bersemayam di dalam dirinya serta selanjutnya
memungkinkan manusia membimbing putra-putrinya. Demikianlah
hendaknya manusia berbuat di dalam rumah tangganya;
bahagiakanlah isteri/suami dan anak-anak karena keselarasan hidup
bersama anak/isteri/suami itu laksana alat musik yang ditabuh
harmonis. Dan kerukunan dalam rumah tangga itu membangun
damai serta bahagia.

b. Perkawinan tidak bermaksud menceraikan seseorang dari ayah-
bunda dan keluarganya karena telah membangun mahligai baru,
melainkan menyatukan keluarga vang satu dengan yang lain,
memupuk rasa persaudaraan vang luas diantara manusia sehingga
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akhirnya dapat dirasakan bahwa diempat penjuru lautan semua
umat bersaudara (Lihat lampiran XII).

2.3.3 Syarat-Syarat Perkawinan

a. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

adalah sebagai berikut:

Is

0.5

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai
umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang
tua.

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka
izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang
masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh
dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka
masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih di
antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan
dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat
memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang
tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b. Syarat-syarat perkawinan menurut Perkawinan bagi Umat Khonghucu

Seperti halnya perkawinan dalam agama-agama lain, agama Khonghucu

juga mempunyai syarat-syarat tertentu apabila umatnya akan melakukan

perkawinan. Syarat-syarat menurut Pasal 3 dalam Hukum Agama Khonghucu

adalah sebagai berikut:

I. Umur untuk wanita minimal 16 tahun, sedangkan umur untuk pria
minimal 19 tahun, atau dengan pertimbangan lain.
2. Ada persetujuan dari kedua mempelai tanpa ada unsur paksaan.
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3. Kedua calon mempelai tidak atau belum terkait dengan pihak-pihak lain
yang dianggap sebagai hidup berumah tangga atau berkeluarga.

4. Kedua calon mempelai wajib mengajukan permohonan kepada Majelis
Agam Khonghucu Indonesia/Kebaktian setempat/Pengurus yang ditunjuk
untuk itu, selambat-lambatnya 14 hari sebelumnya.

5. Bagi kedua calon mempelai wajib melaksanakan pengakuan iman.
Peneguhan atau pengakuannya dilaksanakan di tempat ibadah umat
Khonghucu (Lithang).

6. Mendapat persetujuan dari kedua orang tua, baik orang tua dari pihak laki-
laki maupun pihak perempuan atau walinya.

7. Disaksikan oleh dua orang saksi (M. lkhsan Tanggok, 2005:113).

2.3.4 Sahnya Perkawinan

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak
jaman dahulu hingga kini. Hal tersebut karena perkawinan merupakan masalah
yang aktual untuk dibicarakan didalam maupun diluar percaturan hukum. Dari
perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami isteri dan kemudian
dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orangtua dan
anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan dan
menimbulkan hubungan hukum antara mereka dan harta kekayaannya tersebut.
a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian sahnya perkawinan harus dipahami benar-benar. Suatu
perkawinan mungkin dianggap sah oleh suatu agama, akan tetapi tidak sah
menurut undang-undang perkawinan. Sebagai contoh dikemukakan bahwa
suatu perkawinan vang dilangsungkan dengan upacara adat yang besar-
besaran tetapi bukan perkawinan yang sah menurut undang-undang
perkawinan, apabila perkawinan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan
pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Sedangkan Pasal 2 Undang-undang Nomor | Tahun 1974
mengemukakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
disamping itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Disini ada 2 (dua) kantor yang berwenang untuk

melakukan proses pencatatan terhadap perkawinan, yaitu pencatatan
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perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama
Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yakni pada Kantor Urusan
Agama dan pencatatan perkawinan dari merecka yang melangsungkan
perkawinannnya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama
Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan
Sipil sebagaimana dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan
perkawinan.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan
kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan
dilangsungkan dan pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, hal tersebut
disebabkan sesuatu alasan yang penting (Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975).

Menurut KUH Perdata

Perkawinan menurut KUH Perdata adalah hanya ditekankan pada
hubungan keperdataan saja, yang dimaksudkan disini adalah perkawinan
harus dilakukan berdasarkan pada hukum dan Undang-Undang. Misalnya
perkawinan gereja sangat penting bagi pemeluk agama Kristen, tetapi
perkawinan itu tidak mempunyai akibat hukum bagi suami isteri itu dan tidak
diakui keabsahannya apabila perkawinan itu tidak dicatatkan atau tidak
dilakukan menurut undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.
Menurut Hukum Adat di Bali

Menurut Gede Pudja M. A dalam Sesiologi Hindu Dharma, 1963: 48,
perkawinan adalah merupakan soal yang menarik dalam ilmu sosiologi dan
yang paling banyak diselidiki. Sedangkan menurut Waster Marck dalam
Pembinaan Perkawinan Agama Hindu oleh Drs. Ketwt N. Natih dkk
(1990:16), perkawinan berarti suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan
seorang wanita yang diakui oleh undang-undang dan menyangkut hak dan
kewajiban tertentu yang mengikat kedua belah pihak yang bersatu menjadi

satu dan dalam hubungannya dengan anak-anak yang lahir sebagai akibatnya.
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Menurut Ketut N. Natih dkk (1990:23-25), secara lahiriah persyaratan

untuk bisa melakukan perkawinan adalah sebagai berikut:
1.

2
3
4

Perkawinan hendaknya didasarkan atas cinta sama cinta

Faktor usia merupakan syarat yang amat penting dan menentukan
Sehat lahir-bathin

Tidak terikat oleh suatu perkawinan.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan dalam Agama Hindu adalah

sebagai berikut:
l.

2.

Kedua mempelai telah menganut agama Hindu

Dalam upacara tersebut ada unsur persaksian yaitu tri upasaksi, yaitu
saksi kepada manusia (manusia saksi), saksi kepada bhuta dan saksi
kepada Tuhan (dewa saksi)

Setiap perkawinan menurut agama Hindu harus diresmikan melalui
samskara, (pembersihan).

Untuk mengesahkan perkawinan, menurut agama Hindu harus dilakukan
oleh  Brahmana/pendita/rohaniawan  pejabat-pejabat agama yang
memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu.

Adapun larangan dilangsungkannya perkawinan bagi agama Hindu

adalah sebagai berikut:

d.

Berhubungan darah dalam garis keturunan yang lurus keatas atau
kebawah

Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, vyaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya.

Berhubungan semenda. yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak
tiri.

Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan anak susuan, saudara
susuan dan bibi/paman susuan.

Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan

dari isteri.
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Sedangkan sahnya perkawinan itu harus diresapi dan dipahami secara
benar-benar. Menurut hukum agama Hindu dalam Pembinaan Perkawinan
Agama Hindu oleh Drs. Ketut N. Natih dkk, (1990:27) sahnya suatu
perkawinan/wiwaha adalah sebagai berikut:

I. Suatu perkawinan menurut agama Hindu adalah sah, kalau dilakukan
menurut ketentuan hukum Hindu.

2. Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan
oleh  Brahmana/pendita/rohaniawan  pejabat-pejabat  agama yang
memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu.

3. Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum Hindu, kalau

kedua mempelai itu telah menganut agama Hindu.

d. Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Agama Islam sahnya nikah mulai pada saat
selesainya akad nikah diucapkan kedua belah pihak atau antara wali nikah
dari pihak wanita dan mempelai pria ( K. Wantjik Saleh dalam Skripsi
Yemmy Agustineus Kurnia Perkawinan Menurut Ajaran Khonghucu Yang
Tidak Dicatatkan Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan UU No. |
Tahun 1974, 1993:44),

Dalam perkawinan agama Islam, antara rukun dan syarat perkawinan
itu ada perbedaan dalam pengertiannya. yang dimaksud dengan rukun dari
perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya
salah satu dari rukun, maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.
Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada
dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri.
Kalau salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka
perkawinan tersebut tidak sah, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi
oleh masing-masing rukun perkawinan.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, menurut Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam agar suatu

perkawinan dapat dilaksanakan adalah:
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I. adanya calon suami
adanya calon isteri
adanya wali nikah

adanya dua orang saksi

adanya ijab dan kabul

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak
dalam melangsungkan perkawinan tersebut adalah sebagai yang tertuang
dalam Undang-undang Nomor | Tahun 1974 Pasal 6, yaitu sebagai berikut:

l. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan  kedua calon

mempelai.

2. Untuk melangsungkan perkawinan scorang yang belum mencapai

umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka
izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang
masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh
dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka
masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih di
antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan
dalam  daerah hukum tempat tinggal orang yang akan
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat
memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang
tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6.Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

n

¢. Menurut Agama Khonghucu
Ajaran Khonghucu yang mengandung arti Kong Jiao/Kung Chiao, Ru
Jiao/Chiao, dan Ji Kau atau agama yang dalam bahasa asalnya berarti agama
kaum yang taat, Lembut Hati, yang memperoleh bimbingan, atau kaum
terpelajar sehingga dalam masalah perkawinan terdapat pula Hukum

Perkawinan Agama Khonghucu. Hukum Agama Khonghucu Indonesia telah



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

24

mengaturnya yang mana didalamnya terdapat mengenai syarat-syarat
perkawinan, sahnya perkawinan, batalnya perkawinan dan scbdgainya.

Menurut Agama Khonghucu syarat sahnya suatu perkawinan itu bukan
saat pendaftaran atau pencatatannya. Pendaftaran atau pencatatannya itu
hanyalah merupakan tindakan administratif saja, tetapi sahnya perkawinan itu
mulai saat peneguhan perkawinan, baik upacara pernikahan dalam keluarga
atau dirumah maupun upacara peneguhan pernikahan di Lithang (M. Ikhsan
Tanggok, 2005:127).

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut agama Khonghucu yang
tertuang dalam Hukum Agama Khonghucu Indonesia, Pasal 3 berbunyi:

I. Umur untuk wanita minimal 16 tahun, sedangkan umur untuk pria minimal
19 tahun, atau dengan pertimbangan lain.

2. Ada persetujuan dari kedua mempelai tanpa ada unsur paksaan.

3. Kedua calon mempelai tidak atau belum terkait dengan pihak-pihak lain
yang dianggap sebagai hidup berumah tangga atau berkeluarga.

4. Bagi kedua calon mempelai wajib melaksanakan pengakuan iman.

Peneguhan atau pengakuannya dilaksanakan di tempat ibadah umat
Khonghucu (Lithang).

5. Mendapat persetujuan dari kedua orang tua, baik orang tua dari pihak laki-
laki maupun pihak perempuan atau walinya.
6. Disaksikan oleh dua orang saksi (M. Ikhsan Tanggok, 2005:113).

2.3.5 Asas-Asas Perkawinan
Undang-undang perkawinan mengandung prinsip-prinsip dan asas-asas
antara lain sebagai berikut:
I Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi, agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, merﬁbantu

kesejahteraan materiil dan spiritual.

9]

Undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah
sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat
menurut perundang-undangan yang berlaku.

3 Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus

telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar
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dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan
perceraian serta memperoleh keturunan yang baik.

4 Oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip
mempersulit perceraian. Artinya dalam melakukan perceraian harus ada
alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

5 Antara suami dan isteri mempunyai kedudukan yang seimbang.
Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan dalam kehidupan
berumah tangga dan dalam pergaulan dimasyarakat.

6 Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 menganut asas monogami. Hanya
apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama
dari yang berangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri
lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan
lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak
yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai
persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan (Soemiyati, 2004:5-
6).

Sedangkan menurut Hukum Perkawinan Agama Khonghucu Indonesia
adalah sebagai berikut:
I. Tujuan perkawinan:

a. Perkawinan adalah salah satu tugas suci manusia yang
memungkinkan  manusia  melangsungkan  sejarahnya  dan
mengembangkan benih-benih Firman Thian, Tuhan Yang Maha Esa.
yang berwujudkan Kebajikan, yang bersemayam didalam dirinya
serta selanjutnya memungkinkan manusia membimbing putera-
puterinya. Demikianlah hendaknya manusia berbuat di dalam rumah
tangganya; bahagiakanlah isteri/suami dan anak-anak karena
keselarasan hidup bersama anak/isteri/suami itu laksana alat musik
yang ditabuh harmonis. Dan kerukunan dalam rumah tangga itu

membangun damai serta bahagia.
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b. Perkawinan tidak bermaksud menceraikan seseorang dari ayah-
bunda dan keluarganya karena telah membangun mabhligai baru,
melainkan menyatukan keluarga yang satu dengan yang lain,
memupuk rasa persaudaraan yang luas diantara manusia sehingga
akhirnya dapat dirasakan bahwa ditempat penjuru lautan semua umat
bersaudara.

Hukum Perkawinan ini menganut dasar monogami. Artinya, bahwa

seorang suami hanya boleh beristri satu.

Karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

harmonis, damai dan bahagia maka Hukum Perkawinan ini pada

dasarnya tidak mengenal perceraian. Namun demikian kemungkinan
perceraian dapat terjadi dalam kehidupan rumah-tangga, maka perlu
adanya usaha pencegahan perceraian itu:

a. Wajib adanya usaha antara suami istri untuk menyelesaikan.

b. Bila tidak mungkin, maka dapat minta bantuan kepada mertua atau
keluarga yang dipandang dapat menyelasikannya.

c. Bila tidak dapat, wajib diserahkan kepada
MAKIN/Kebaktian/sesepuh/Rohaniawan atau wajib ditunjuk
untuk itu.

d. Bila MAKIN/Kebaktian/Sesepuh/Rohaniawan/Pengurus  yang
ditunjuk itu tidak dapat menyelesaikan, maka wajib menyerahkan
kepada Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)
atau yang ditunjuk oleh MATAKIN.

e. Bila tidak memungkinkan penyelesaian tersebut diatas, maka

suami istri dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri.
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BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat

penulis simpulkan sebagai berikut:

I. Perkawinan yang dilaksanakan atau dilangsungkan oleh para mempelai

pria dan wanita secara agama Khonghucu, meliputi banyak tahapan-

tahapan, yaitu sebagai berikut:
Upacara Melamar;

b. Upacara Pertunangan, yang terdiri atas: upacara pertunangan dalam
lingkungan keluarga, dan upacara pertungangan di Lithang.

c. Upacara Penentuan Hari Perkawinan:

d. Upacara Menjelang Hari Pernikahan, yang terdiri  atas:
mempersiapkan rumah, upacara sembahyang kepada Thian, dan
upacara Cio Thau:

e. Upacara Peneguhan Pernikahan, yang peneguhan pernikahan dapat
dilangsungkan di dalam keluarga atau di rumah serta di Lithang;

f  Pelaksanaan Upacara Peneguhan Pernikahan di Lithang atau
Klenteng.

Penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

terhadap perkawinan menurut Agama Khonghucu masih mengalami

kendala dalam hal proses pencatatan perkawinannya. Hal tersebut
dikarenakan kurang terkoordinasinya antara Majelis Tinggi Agama

Khonghucu  Indonesia (MATAKIN) dalam menyelenggarakan

musyawarah nasional yang akan diselenggarakan di Solo, membuat

pihak Kantor Catatan Sipil setempat masih harus menunggu hasil
musyawarah nasional yang belum tahu kapan dilaksanakan di Solo,
padahal telah ada pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,

Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri untuk segera mengatasi

masalah pencatatan perkawinan mereka tersebut.
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4.2 Saran

Masalah perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang
memerlukan tatanan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat
yang ada sebab perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci bagi
setiap manusia, untuk itu penulis menyarankan agar bagi para calon
mempelai kelak dalam mengambil suatu keputusan untuk ke jenjang
perkawinan dipikir secara mendalam dan bukan atas dasar cinta sesaat.

Pihak Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) dan
Kantor Catatan Sipil dimanapun berada sebaiknya berkoordinasi dan
Jangan terlalu mengulur waktu dalam mengambil suatu tindakan yang
nantinya sangat merugikan bagi umat agama Khonghucu, terutama

mengenai suatu jaminan kepastian hukum.
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LAMPIRAN I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UUNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS BUKUM

J1. Kalimanian 37 kampus Tagalboto Kotak Pos 9 Jember 6%121
B (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

or 1613 /7251 1/PP.9/2006 Jember, 27 Apedd 2006
piran
hal AEORST LT &S]

gzpn_‘,.a Ya:tar Catatan Sipil Rabupaten Danyuwangd
BANYJWANGI

Dekan Fakultas Hukun Universnitas Jambor berszom 51 dengan hormat

menghadankan kepads Saudora conv2r s innhania
N &g :ATIK TRI LESTARX
LY C 020710201112

15 SR o . I,‘ i ] 2 i b_‘.-
Frogram » L hmi Hukinm

Marg: - dle Dorobudr I/76 Hanyuwangi
teperiuan © honsaltasi tentais Masalal
Analisa Yaridis Fenoraman Fasal 2 Ayat (2)

Undang - Undang llomor 1 Tabun 1974 Terhadap
Perkawinan Agams Khonghucu

senuoungan dengzn hal tersebt dialas kam! mohon bantuan secukupny

a,
i Basi dari konsultagi ini digunakan untuk melengkapi hahan

IS U RIS,

¥aniuan dan kerjasama vang bak kami ucapkan terimakasili.

a.n. Dekan

Pembantu Dajan I,

1san Kepadz :
L iletua Bagian/lurusan Keperdataan
18 bersangloutag

ip
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LAMPIRAN 11

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
& (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482

Nomor :1613/125.1.1/PP.9/ 2008 Jember, 27 April 2006
Lampiran
Perihal . Ijin Penelitian

Yth. Kepala EKantor Catatan Sipil Kabupaten Banyjuwangi
A -
BANYUWANGI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat

menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ATIK TRI LESTARI

NIM : 020710101112

Program :S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl, Borobudur B/76 Banyuwangi

Keperluan : Penelitian tentang Masalal
sa Yaridis Penerapan Pagal 2 Ayat (2)
Undang = Undang Homor 1 Tahun 1974 Terhddap
Perkawinan Agama Xhonghuou

Sehubungan dengan ne! torsebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,

karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan
neny usunan Skripsi.
Atas banfuan dan kerjssama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,

N 7
' antc;, S.H., M.S.

e gulary

21 120 332

I'embusan Kepada :
» Yth. Ketua Bagian/Jurusan Koperdataan

»  Yang bersangkutan
»  Arsip
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oy | LAMPIRAN 111
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
= (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482

Nomor :1613/125.1.1/PP.9/ 2006 Jember, 27 April 2006
Lampiran
Perihal : Iiin Penelitian

Yth. Ketua Tri Dharma Karangrejo Banyuwangi
di -
BARYUWANGI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat

menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama * ATIK TRI LLSTARI

NIM - 020710101112

Program :S1 Imu Hukum

Alamat : Jlo BoroBudur B/76 Banyuwangi

Keperluan : Penelitian tentang Masalah
Analisa Yuridis Penerapan Pasal 2 Ayat (2)
Undang = Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap
Perkawinan Agama Khonghuou

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, ?
karena hasil dari penelitian inj digunakan untuk melengkapi bahan

penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama vang baik kami ucapkan terimakasih. -

‘embusan Kepada :
Yth. Ketua Bagian/Jurusan .
Yang bersangkutan
Arsip
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LAMPIRAN IV

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBEK
FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jamber 68121
T (03317335462 - 320482 Fax. 330482

Vi Ketus Tl Tharse Farangrejo Banyuwangd
' di -

Dekan Makdllee Hukun Universitas Jember berszma ini dengan hormat
menghadaskan bepads Saudarn ceorang mahasigwi !

ATIX TRI LESTARX
: 020710101112

Frogram 81 Iimu Hukum

\amat - Jle Norobudur F/76 Penyuwangi

Keperiuan | Bonsultasi tentzup Masale

Analiar Turidis Penerapan Megal 2 Ayat (2)
Undoii;, = Undang Nomor 1 Tahun 1274 Tarhadnp
Perkawinan Agama Khonzuou

Sehubungan dengsn hal tersebhat dialas kam mohun Banluan secukupnya,

¥ 1 H 3 1 1 : i - 1 P sy s . 4 --_\:~-~. H P, o
Kareng Lagli da; onnaliss: i digunckan wmiuk inclengkapi hahan
l':.{;[\“'i‘f lli‘ . ".‘.._‘-"_:__“:

A |
U o
Frals

rantuan dan keriasama vang baik Rami ucapkan lerimakastii,

e

mbusan Kepads

Yih, Votia Boian/lurusan FODEea

Yang borsangloda

Araip -
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LAMPIRAN V

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESATUAN BANGSA

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan HOS Cokroaminoto No. 30 Telp. (0333) 424506

BANYUWANGI (Kode Pos 68425)

Banyuwangi, /0 Mei 2006

Nomor : 072/4E6 1429.111/2006 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Lampiran - Universitas Jember
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian di-
JEMBER

Memperhatikan surat Saudara tanggal 27 April 2006 Nomor
1613/125.1.1/PP.S/2006 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka
dengan ini kami tidak keberatan memberikan rekomendasi ijin penelitian kepada
mahasiswa Saudara :

Nama : ATIK TRI LESTARI

NIM » 020710101112

Judul Penelitian : Analisa Yuridis Penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Perkawinan Agama
Khonghucu

Dengan lokasi praktek di :
- Dinas Kependudukan, Capil dan Naker Kab. Banyuwangi

Guna mendapat informasi/data yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas
akhir penulisan skripsi dengan waktu selama 1 (satu) bulan mulai bulan Mei 2006
sampai dengan bulan Juni 2006.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KESOS, KESBANG DAN LINMAS

Tembusan :

1. Bupati Banyuwangi (sebagai
laporan).

2. Kepala Dinas Kependudukan,
Capil dan Naker Kabupaten
Banyuwangi.

;
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LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
‘ABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967

ANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESTIA,

benyelenggaraan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat

t, pada hakekatnya merupakan bagian tidak terpisahkan
k asasi manusia;

pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967
Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, dirasakan
irga negara Indonesia keturunan Cina telah membatasi

eraknya dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan,
yaan, dan adat istiadatnya;

sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b,
ng perlu mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun

ntang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dengan
an Presiden;

(1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
] Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
jara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

MEMUTUSKAN :

DEN TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14
ANG AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN ADAT ISTIADAT CINA.

ksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama,
n Adat Istiadat Cina.

ya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan pelaksanaan
Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama,
an Adat Istiadat Cina tersebut dinyatakan tidak
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KETIGA

Dengan ini penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat
istiadat Cina dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana
berlangsung selama ini.

KEEMPAT

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

ABDURRAHMAN WAHID
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" LAMPIRAN VII

e L P R

899
DEPARTEMEN AGAMA RR.I.
SEKRETARIAT JENDERAL

¥ Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor. 3 - 4 Jakartah 10710
rlepon © 3511244 - 3811642 - 3311654 - 3811658 - 3811679 - 3811779 - 3812216
= om el (Huntirg) 34833004 - 34833005

?

Nomor . SJ,/B.VII/1/BA.u1, 2/6?-’3/2006_l:xkarln, 21 Maret 2006
Sl :lenting '
L ampiran -

Perihai : Pelayanan terhadap Penganut

Agama Khonghueu &t

Kepada Yth,
Kepala Kantor Wilayah Departemen Aganma
Seluruh Indonesia

Memperhatikan surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Pendidikan Nasioral Nomor : MA/12/2006 tanggal
24 Januari 2006 perihal penjelasan mengenai status perkawiran menurut
agama Khonglucu dan pendidikan Agama Khonghucu serta Instruksi
Menteri Agama  kepada Sekjen Departemen Apgama RI, tanggal 28
Februari 2006 perihal Pelayanan terhadap Penganut Agama Khonghueu,
dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

. Bahwa berdasarkan U Ne. | PNPS - 1965 Pasal I Penjelasan
dinyatakan  bahwa agama-agama  yang  dipeluk  oleh  penduduk
Indonesia ialah @ Islim. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan
Koonghucu ( Conlusius ). Scbagaimana diketahur UU tersebut
sampai saat ini masih berlaku dan karena itu Departemen Agama
melayani  umat - Khonghuey scbagai  umat  penganut  agama
Khonghucu. Selanjutnya berkaitan dengan UU No. | Tahun 1974 *-
tentang Perkawinan Pasal 2 ayat ( I..) yang menyatakan bahwa
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hikum rasing-
masing agamanya dan Kepercayaan itu, maka Departemen Aguama
memperlakukan perkawinan para penganut agama Khonghueu yang
dipimpin pendeta Khonghacu adalah sah menurut Pasa 2avat (1)
tersebut ;

Forkait dengan tindak janiul peliryanan werhadap Pengarint Agama
Khonghucu, sesuai Instruksi Menteri .M,{:unn dimaksud, Kepala
Pusat - Kerukuran Unsat Beragama  uatuk sementira (sampai
terbentuknya unit Kerji yang defenitif) ditugasi oleh Menteri Agaima
memberikan pelayanan dan bimbingan kepada penganut agama
Khonghueuw ;
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Ao Untik lebih lancarnya wigas Pelayanan terhadap penganut agama
Khonghueu maka kami harapkan saudara dapat mensosiclisasikan
kebijakan  dimaksud kepada masyarakat luas, termasuk kepada 8
pemerintah dacrah dan instansi Vertikal terkait di lingkungan kerja
saudara ;
4. Berkaitan dengan  budir 2 dan 3 di atas, terutama perlunya tindak
lanjut  pelayanan dan bimbingan umat Khonghucu di dacrah, maka
Kami minta saudara menugaskan Kasubag Hukmas dan KUB untuk -
melaksanakan Kebijakan dimaksudian i atas. Penugasan ini berlaku
sementara waktu sambil menunggu terbeatuknya unit kerja yang
defenitit melayani apama Khonghucu
3. Febagai bahan sosialisasi, bersama ini kami lampirkan :

A0 Sural Menteri Agama R ying ditujukan kepads Menteri
Dalam * Negeri Menteri pendidikan Nasional  Nomior
MA7Z12/2006 perihal penjelasan mengenai status perkawinan
menurut agama - Khonghueu  dan pendidikan agama
Khonghucu, tanggal 24 lanuari 2006, '

b, Surat Mentert Agama R1 yang ditujukan kepada Sckretaris
Jenderal Depactemen Agama. Nomor : MA/ 72006 perihal
Pelayanan terhadap penganut agama Khonghucu tangeal 28
Februari 2000. ‘

¢ Surat Menteri - Dalam Negeri yang  ditujukan kepada
Gubernur dan Bupati/Walikota  seluruh dadinesia perihal
Pelayvanan  Administrasi Kependudukan  penganut agamna
Khorghueu Nomor : 470/336/S) tangpal 24 IFebruar 2006.

0. Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

.

Tembusan Yith :
Menteri Agama R]
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Eaipiran
}‘n'l |h.||

Dalam rangka meningkatkim pelayiman

Pelavanan Administrasi Kependudulkan
Penganut Agama Khorehueu.

Fkarta, 24

Pebruan 200,

Kepila

Yth 1. CGubernur
2. Bupati/Walikots

i

Scluruh Indonesin

acministrasi kependuduban: g

catatan sipil sebagaimane dimaksud Pasal 13 ayat (1) hurut | dan Pasal 14 avar (4

huruf 1 UL 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacral,

hal-hal sebagai berikut:

Lo Memperhatikan surat Menteri Agama Nomor:
Penje'asan

2006 perihal

bersama ini disampaikan

Jimari

Agima

MAZ1272000 tangpal 24

Mengenai  Status Perkawinan  Menuru

Khonghucu dan Pendidikan Agama K honghucu yang mencepaskan baliven
L ¢ ‘ L yiang i

A Masih berlakunya UL Nomaor 1/ PNPS/1965

Khususnya dalam penjelasan

agima-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah: Islam, Kristen

Katholik. Budha,

ITindu dan Khonghueu,

b, Selanjutnya berkaitan dengan UU Nomor | Tahun 1974 tentang Perkaswingn

Pasal 2 ayat (1)

yang menyatakan bahwa perkawinan adalal sith apahily

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kcpcrcu_\u:m.-'._-.-:l

Dalam  hal ini

Departemen Agama  memperlakukan perkanvinan  parg

penganut agama Khonghuey yang dipimpin olch Pendets Khonghucu wdis),

sah.

Schubungan dengan

memberikan pelayanan
Khonashuey dengan menambal Keterangan agama Khongheey

di atas, diminta kepada
administrosi, kependudukan

ha! tersebut Saudara uniek
kepada penganut avama

pada dokimen

administrasi kependudukan yang digunakai selama ini

Deniikian agar Saudara maklum dan dilaksanakan sehagaimana mestiny:

s i

iibusan dis;un‘\.1|k.n‘1__k_g'p;_u_l_;a Nih:

fresiden Republik Indonesia (sebagai lainoran):

Netua Mahkamah Agung Ri;
Merten Koordinator Bidang Politik.,
Menten Agama:

Y Mentert Hubum dan TLAM:

Y Menten Pendidikan Nasional:

P ot

.::\\.'1 el

IALAM NI G R}

Hukum dan Keamanan:
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FPRT SEKRETARIS NEGARA
Y EPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Maret 2006

Nomor  : B.229 /M.Sesneg/3/2006 Kepada. Yth.
Sifat : Biasa Ketua Komisi Nasional
Lampiran : 2 (dua) bert.as Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Perihal  : Hak-hak sipil umat agama di
Khonghucu FaRarie

Melaksanakan arahan Presiden sehubungan dengan surat Dewan
Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (DP-Matakin)
nomor 171/MATAKIN/ SUI/0505 tanggal 3 Mei 2005 perihal tersebut
pada pokok surat dan surat Komnas HAM nomor 020/TUA/II/2006
tanggal 27 Februari 2008 yang ditujukan kepada Preciden, dengan
hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam masalah hak-hak sipil umat agama Khonghucu, kami telah
mengirim surat kepada Menteri NDalam Negeri, Menten Hukum dan
HAM, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama (surat nomor
398/M.Sesneg/6/2005 tanggal 27 Juni 2005 terlampir) untuk
menyampaikan arahan Bapak Presiden pada perayaan Tahun Baru
Imlek 2556 tanggal 13 Februari 2005 yang antara lain'mengemukakan
bahwa dalam memasuti era baru, era reformasi, pemerintah telah
mencabut berbagai peraturan yang mengandurig unsur ketidak
setaraan antar warga negara. Presiden meminta segenap aparatur
pemerintah dari pusa! hingga ke daerah-daerah agar dengan
korsisten menjalankan ketijakan kesetaraan dan menegakkan '
keadilan dengan seb:par-benarnya. Terhadap pemeluk agama
Khonghucu, Presiden menegaskan bahwa Peinerintah menjamin
kemerdekaan pemeluk agama tersebut untuk menjalankan ibadah

agamanya.

2. Pada perayaan Tahun Baru Imlek 2557 tanggal 4 Februari 2008,
Presiden menegaskan kambali bahwa bangsa Indonesia saat ini tidak
ingin lagi bersikap diskriminatif, walaupun demikian masih mendengar |
keluhan dari warga Tionghoa berkaitan dengan pelayanan
administrasi  kependudukan, ~ keimigrasian,  peribadatan _dan .
pencatatan perkawinan. Terhadap hal yang dikeluhkan itu, Presiden
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meminta agar masalah itu diselesaikan. Secara khusus Presiden
meminta kepada Kartor Catatan Sipil di seluruh tanah air, agar
-mencatatkan perkawinan penganut agama Khonghucu yang dilakukan
oleh Pendeta Khongh:icu, sama halnya seperti parkawinan psnganut
agama Kristan, Katolik, Hindu dan Budha. ‘

3. Sebagai tindaklanjut deri surat kami tersebut di atas, Menter Agama
lelah mengirim surat kepada Menteri Dalam Nesgeri “dan Menteri
Pendidikan Nasional (surat nomor MA/12/2006 tanggal 24 Januari

2006 terlampir) yang intinya menyampaikan bahwa :

a. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 dalam
Penjelasannya menyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk
oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik Hindu,
Budha dan Khonghucu (Confusius). Undang-ur.dang tersebut
masih berlaku dan oleh karenanya Departemen Agama melayani
umat Khonghucu sebagai umat penganut agama Khonghucu;

J. Departemen Agama memperlakukan perkawinan para penganut .
agama Khonghucu yang dipimpin pendeta Khonghucu adalah sah
menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undairg’ Nomor 1
Tahun. 1974 tentang Perkawinan:

¢. Pencatatan perkawinan bagi para penganut agama Khonghucu
(dan hak-hak sipil lainnya) dapat dilakukan sesuai peraturan

perundang-undangan yang ada;

d. Departemen Agama akan memfasilitasi penyediaan guru-guru
nendidikan agama Khonghucu di sekolah-sekolah dan karena itu
penyebutan “Pendiaikan Agama Khonghucu" dalam Rancangan
Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan dapat

dipertimbangkan. -

4. Sebagai findak lanjut surat-surat di atas, Mendagri telah
mengeluarkan surat nomor 470/336/SJ tanggal 24 Februari 2008
(salinan terlampir), perihal pelayanan administrasi kependudukan
penganut agama Khonghucu, yang pada intinya menginstruksikan
kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia untuk
memberikan pelayanan administrasi kependudukan Kepada penganut
agama Khonghucu dengan mena~ibah keterangan agama Khonghucu
pada dokumen adminicirasi kependudukan yang digunakan selama

EERERRN R R AR s U S ol e o ‘
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ini. Dengan demikian, pencatatan perkawinan pemeluk agama
Khonghucu juga tidak lagi menjadi masalah. Namun kami menyadari
pelaksanaannya di lapangan belum berjalan secara menysluruh. Kami
yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama masalah ini akan dapat

diselgsaikan dengan baik,

Damikianlah penjelasan kami. Atas perhatian Saudara Ketua, kami

ucapkan terima kasih.

(}-\ i ‘\.\"-L
&) s Bib S o
D ¥HS

%X, HOONA
Tembusan Yth. :

Presiden Republik Indonesia. sebagai laporan,
Wakil Presiden Republilk Indonesia,

Menteri Dalam Neger,,

Menteri Peadidikan Nasional,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Menteri Agama,

DP-Matakin.

NONOA WD

HZA MAHENDRA

3
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PERATURAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEG: i1
NOMOR : 9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEC’JM_AN PELAIKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
AN PI:MELI.!-IARAAN KERUKUNAN UMLT BEPAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM
KERLKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IRADAT

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA DAN MENTI i1 DALAM NEGEK!,

2ang @« bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidaw capa:
dikurangi dalam keadaan apapun;

. bahwa setiap orang “.ebas maemitih agama dan buoribadat meaurut
agamanya.

. bahwa negara menjamin kemerdekagn  Lap-tap pendudu?
untuk memeluk agamanya muasing-masing dan untuk  berinadi
menurut agamanva dan kepercayaannva itu;

o bahwa Pemerintah Lerkewajiban miclindung) seticp: usaha pendud

melaksanakan ajaran  agama dan ibadat pemaluk-pemeluknya
sepanjang  tdak  bertentangnn  dengan  peraturan  perundang:
undangan, tidak menyalahgunakan ntaw menodai agame, serta Ui
Mengagangei hetenterman dan Keteriban umuan,

¢ bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimaingar
dan pelavanan agar setiap pendudule dalim melaksanabaan sjan:

Jaamanvia dapat berlangsung dengan rubsan, lancar, dan tertity

1. bahwa arah keoijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional ¢
Lidanyy agama antara lain peainglatan kualitas ;u.-lay.‘snem tan
pemahaman agama, kehidupan beragama, seila peningkatan
kerukunan intern dan antar umat beragama,

¢ bahwa oaerah daam ramgha  menyelenggara<an  otonomi,
mampunyai Kewajiban melaksanakan urusan  wajib  bidang
perencanaan. pemanfaatan, dan pengawasan lata ruang serta
kewajiban melindungi imasyarakal, menjaga parsatuan, kesatuan,
dan kerukunan nasional serta keotuhad Negara Kesatuan Republix

Indonesia:

(TS B s b aran ' Ui ser e a1 Bt e ey s e b b e o oemgmn bt el iy
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behwa kepala daerah dan witkil kepaia  daerah dalam rangka
rmelaksanakan tugas dar wewenangnya mempunvai k2waiiban

(o PRsia waete e ranigin A e Wiy srviie o lest

Btz Keputusan Dorsama Sduiten SEwing dan Mdenter alarm
Peegeri Nomor VL/BER/MDN-MAC, 1 DES tartang Peluksannan Tugas
Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran
Peluhsanaan Pengembangan dan Ibadat Agama elein Pemeluk
oemeluknya  untuk  pelaksanadnnyd di  daerah  otonom,
pengaturannya periu mendasarkan tan. menyesuaikan dengan
iotentuan peraturan perundang-undangan; ;

bahwa berdasarkan pertmbangan sehagaimana dimaksud dalam
huru! @, huruf b, hurut e, huraf d nuruf e, huruf f, huraf g huruf h,
suruf i, dan huruf j, perlu menetaphan Peraturan Bersama Menter
Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Dazrah/Wakil Kepald. Dagrah Dalam Perncliharaan
herulkunan Umat Beragama, PL’lHDOf({L’\Y_aEm Forum Kerukunan Umat
Beragama dan Pendiriar Rumah Ihacdat; '

Undang-Undang PPeastapan Previden Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Pancegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Againa {Lembaran

Negara Republik  Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republiv Indonesia Nomor 2726);

Lndang-Undang  Nemwor 8 Tahun 1985  lentang Oryanisasi
Famasvarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1285
Womeor 44, Tambahan Lerabaran Nagara Republik ricdonesia Nomaor
5.298)

Uadang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(-embaran Negard Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 165
Tabahan Lembaran Negara Nomor' 3886):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2Q02 tentang Buangunan GAlung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 dJomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Jndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembhentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Megara Republia

Indonesia Nomor 4389);

undang-Undang Nomor 32 Tuhun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lambaran Negard Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negard Nomar $437) sehagaimanit telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2005 tenlang Punetaparn
Peraturan Pemaerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Pemerintahan Dacrah m(:nj:idt UndaungUndang, (Lembarian
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 4 Tambahan Lembaran

Nogara Republik indonesia Nomor.4468);

Puraturan Pemerintal Nomuor 18 Tuhun 1986 tentung Puelaksanaan
Undang-Undang Nomur 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republix
lhdonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negarz

Republik Indonesa Noimor JIBLY Sy

/

/
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behwa kepala daerah dan wakil kepaia daerah dalam rangka
melaksanakan tugas dar wewenangnya mempunvai kawaiiban

Py s ete LR RN Aot siien Sy axicn amealeat

Butivem Weputusan Dersame sarnten Ssuine dan Aenier Lalzrn
Fegeri Nomaor VL/BER/MDN-IMAG,/ 106 tavting Peluksannan Tuges
Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Kelertiban dan Kelancaran
Peluhsanaan Pengembangan dan Ihadat Agama olein Pemeluk
eemeluknya  untuk  pelaksanaannya di  daerah  Otonomi.
pengaturannya periu mendasarkan dan, menyesuaikan dengan
ietentuan peraturan perundang-undangan; '

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud dalam
hurut @, huruf b, hurut ¢, huruf nuruf e, huruf f, huraf g huruf h,
quruf i, dan huruf j, perlu menetaphan Peraturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Dasrah,/Wakil Kepald Daernh Dalam Pernuliharaan
wearulkkunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama dan Pendiriar Rumah hadat; y

Undang-Undang Penetapan Prosicien Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Pancegahan Penyalahgunann dan/alau Pepoduan AZaing (Lermbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republiv Indonesia Nomor 2726);

Lndang-Undang  Nemor 8 Tahun 1985  lentang) Orgunisasi
Famasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Womor 44, Tambahan Lembaran Nagara Republik [ricdonesia Nomaor
2298)

Ladang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

{-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 165,
Tambahan Lembaran Newsara Nomaor' 3886).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Banjunan cAlung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Yomor 134
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Jndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan  Lembaran Negara Republin

AIndonesia Nomor 4389):

‘undang-Undang Nomor 32 Tuhun 2004 tentang pemerintahan Daerah

(Lumbaran  Negara Reaublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negard Nomar 4437) sehagaimani telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 200b tenlang Punetaparn
Peraturan Pemaorintah Pun{'_‘,;;nnti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Pemetrintahan Dacrah. menjadi UndungUndung, (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 4 Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor.4468);

paraturan Pemerintal Nomor 18 Tu‘mu'\ 1986 tentung Puelaksanaan
Undang-\indang Nomuor? 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republix
1ndonesia Tahun 1956 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3334) _/ (L
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en Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
gka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

N Nomvor 9 Tahun 2005 tzntang Kedudukan, Tugas.

Organisasi dan Tatakerja Kemenlurian Negara
ia sebagaimana telan diubah dengan Peraturun
2 Tahur. 2005;

1 Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
menlenin Negara Republik Indonesia sehagaimanz
erakhir dengan Feraluran Presiden Nomor B3 Tahun

1@ Menlar Agama dan Menteri Dalaro Negeri Nomor
/1969 tenlany Pelaksunaan Tugas  Aparatur
alam  Menjamin Keterliban  dan  Kelancaran
sembanpan  dan Ihadat Agarma  oleh  Pemeluk

1@ Mentern Agam:a dan Menteri Dalam Negeri Nomor
/4979 tentang Tatacara Pelaksanaan  Fenyiaran
uan Luar Negon kepada Lembada Keagamaan di

i Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Crganisas!
wor Wilayah Depiartemen Agama Propinsi dan Kantor
W Kabupalen/Kola;

ri Daliun Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang -

i dan Tata Kerja Departernen Dalam Negeri:

Agama Nomor 3 Tuhun 2006 teatang  Organisos
artemen Agama:

MEMUTHSKAN:

A MENTERI AGAMA DAN MENTER! DALAM NEGER!
| PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL
AM PEMELIMARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
UM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN

BAB |
-TENTUAN UMUM

Pasal 1

maksud dengan: |

ah keadaan hubungan sesama umal beragama yung
ertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan
agamanya dan  kerjasama  dalam  kehidupan

berme tara di daiam Negara Kesatuan i‘teﬁ':r'r‘;ll'r
ila dan  Undang-Undang Dasar Noegara Republy

R
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mat beragam:a adalah upaya bersama  umat beragama
ng pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat

gunan yang memiliki ciriciri  tertentu yang  khusus
adat bagi paia pemeluk masing-masing agarna sedhu
tempat ibadat keluarga. ‘ '
1 Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan
grintah ‘hervis’ kehangsaan vany dibentuk he-daszarkan

e L A Tt e e AR Gt

e TN g Gl s as SR SR S ol

~ tokoh komumitas umgt. beragama baik yang memimpin
pun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diaku
masya: akat setempat sebagai panutan.

Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalzh forum
syarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam ranghka
a, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan

umah ibadat adalah panitia yang dibentuk  eleh umat
naan atau penaurus rumah ibadat,

yn rumah ibacat vang selanjutnya disebut IME rumah ibadat,
can oleh bupati/walikota untule pembangunan rurmah ibadat.

2AB I
EPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

imat beragama menjadi tanggung jawab bersama umaual
sral dan Perncerintalh.

Pasal 3

n umat beragama di provinsi menjadi tugias dan kewajibuit

lkewajiban gubermur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tor wilayah cepartemen agama provinsi.

Basal 4

i umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan

ola.

kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimahksud pada ayat

kantor departemen agama kabupaten/kota. A J
f

e A
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Pasal 5

Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaluud dalam Pasial 3 meliputi:

-

o memelihara ketenteraman dan ketertiban mdsyarakat termasuk mernfasilitasi
torwujudnya kerubhunan umal beragama di provinei;

b mengoordinasikan kegiatan iristans, vertikal ‘di provinsi dalam pemeliharaan
nerukunan umat beragama;

¢oomenumbuahkembangkan kenarmonisan, saling pengerlian, scling menghormati,
dan saling percaya di antara umat beragama; dan

b
¢ membina  dan  mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil
wailkota dalam penyelenggaracn pemerintahan daerah di bidang ketenteramar
dan hetertiban masyarakal dalam Lkehidupan beragama.

Pelalsanzan tugas sebagaimana aimaksuy . pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan
hurut d dapa: didelegasikan kepada walkil gubernur:

Pasal 6

Tugns dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
memelihara Ketenteraman dan keterliban masyarakat termasuk memfasilitasi
terwujudnya kerukunan umat beregama di kabupaten/Kota;

9. mengoorainasikan  kegiatan inutansi  vertikal di  kabupaten/keta  dalam

pemelinaraan kerukunan umat be agama; :

menumbuhkembangkan keharmonisan, qénng pengertian, saling menghormas..
dan saling percaya di antara umat beragama;

)

¢, membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam
penyeienggaraan pemerintahan daerah di bidang kctenteraman dan kerliban
masyvarakal dalam kehidupan beragama;

. nenerbitkan IMB rumabh ibadat

Felahsanaan tugas sebagaimana dimarsud pada ayat (1) huruf h hurul ¢, gan huruf d
aapat didelegasilan kepada walkil bupatis wakil walikota.

Pelainsanaan t1gas sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) buruf a dan huruf ¢ di
vilavah kecamatan dilimpah<an kepada camat dan i wilayah kelurahan/desa
ailrmpahhan henada lurah/kepala desa melalui camal, '

Sasal 7

Tpass dan kewajibhan camal sebagaimana dimaksud dalam Pasal G ayat (3) melipoti

2 memelibara hetenteraman dan ketertibin masyarakat termasule memlagilitan
terwujudny a kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;

9. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormalti
dan saling percaya di antara umat beragama: dan

. membane dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penselengdaruian

pemerintahan daerah di bidang itetenteraman dan ketertiban masvarakat dalam

achidenon heagamaan.

Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

3V melipriii : /5
. it d.
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raman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitas
an umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
kan keharmonisan, qnling pengertian, saling manghormati,
i antara uma’ deragama,

BAB Il
UM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Peasal 8
51 dan kabupaten/hota.
agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan aleh masyaraiil
erintah daerah.
maksud  pada ayat (1) mdmilits hubungan yang bersifi

Pasul 9
ana dimaksud dalam Pasal 8 eiyat"(:l)- mempunyai tugas:
engan pemuhka agama dan tokoh masyarakat
si ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
rasi ormas eagamaan dan “masyarakat dalam bentuk
cai bahan kebiakan gubernui;-dan
asi peraturan peru ndang-undangan dan kebijakan di bidang
' berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan
syaralkal.
sebagaimana dimaksud dalaim Pasal 8 ayat (1) mempunyai ‘

dengan pemuha agami dan tokoh masyatalkat,

Asi ormas keagamaan dan aspirasi masyarahat:

irasi ormas keagamaan. dan masyarakat dalam bentuk
dai bahan kebijukan bupati/walikota;

an perundang-uiidangan dan kebijakan di bidang

sasi peratur
dengan  kerukunan umat beragama  dan

3 berkaitan

wyarakat; dan
wendasi tertulis atas permohonan pendirian rurnah ibadat,

Pasal 10

i alas pemika-pemukan aSamel S lempat, -

3 proving: pa'ing banyak 21 grann, dan jumlah ungiotd [FHUT

¢ hanyak 17 orang. _
an FKUB provinsi dan labupaten, kotd fr—ha;m.nmn.l dnﬁhl' e
can herdasarkan perbandingan Jlln'll:.h pemeluk dgarna s l‘nu* ¥l
minimal 1 (satu) orang dari seu‘lp dg,ama yang ada di provins

/-,J
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FRUS dipimpin oieh 1 (satu) orang ketua, 2 !dua) orang wakil ketua, 1 (satu) oriing

sehretans, Lo sata) orang walil selaatans, yung! diplhll BCCAr musyawarah oléh
aNnggola,

Pasal 11

Dalam memberdayakan FKUB. dlben’uh Dewan Pumm}ml FKUL di provinsi dan
nadupaten, l\l.')tf“t

Do Penasinot FKUB sebagaimana d'maksud pada ayat fd) mcmpunyai-lugas:‘

membaniu  kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemcliharaan
serulkunan »mat beragama; dan i

0o memfasiiitasi hubungan karja FKLB dengan pemerintah deerah dan hubungan
antar sesama instansi pemerintab di daerah dalam pemeliharaan kerukunan
amat besagama,

hudanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana d:rrhﬂhml prtc‘ 1 ayat (1,
ditetapkan elel gubernur dengan susunan keanggotaan:

S0 Ketua towakil gubernur

D, \Wakil Ketua 1 Kepala kantor wilayah departemen agama provinsi:
<. Sehvetaris ¢ kepala badan kesatuan bangsa ddn politilk provinsi:
d. Anggota - : pimpinan instansi terkait,

Dewan Pencsehat FKUB habupaten/hota sebagaimana dimaksud pada ayat (1,
vitetapkan cleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

4. Ketua , : wakil bupati/wakil walilkota;
b, Wakil Ketua ¢ kepala kantor deparlemen agama Kkabupaten/koti;
¢ Sekretaris ¢ hkepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kata;
d, Anggota : pumpinan instensi terkail.
Pasal 12

entuan lebih Ianjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihal FKUB provinsi dan
vRaten ota dictur dengan Peraturan Gubernur. ¢

BAB IV
PENDIRIAMN RUMAH IBADAT

Pasal 13

“nditian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan .,ung&,uh sungHuh
cerdasarkan Kemposisi jumlah penduduk bagi pu layanan umal beragama yang
e rsanghutan i wilayah kelurahan/desa,

Pundirian rumat: ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap
manjaga herukvynan umat beragama, tivcak mengganggu kr‘u,nlr.r:‘man dan ketertihan
wim. serta maematuhi peraturan perundangd-undangan.

Duliam hal keperluan nyata hagi pelayanan umat beragama rh wilayah Kelurahan/desa

sl smmne O hmaksud ayat (1) tidak terpenuli. pertimbangan komposisi junstah

Ponauauh digunakan batas wilavah Kecamatan.atau kabupaten/kota atau provinsi.
. ] ‘ LA

RS RedGge Who ELGH ) hoth, P, \T2ge 0

T
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Pasal 14

Eendirian rume ) ibadat harus memenuhi persvirratan administratif dun persyzratan
whiis bangunas gedung. '
Solain memenihi persyaratan sebagairmana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumih
itadat harus momenuhi persyaratan khusus melipulis
A, darftar name, dan Kartu Tanda Pencuduk pengiguna rumah ibadat paling sedikil 90

sembilz 1 nuluh) orang yang disankan oleh pejabat seternpual sesuai dengun

tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3): i

D duhangan masvarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yand
Gisalhhkan aweh lurah/hepala desa;

‘ relomendasi tartulis hepala kantor departeiacn ag‘am.l Imbuuuu n/kola; dun

G cehomend isi tertulis FRUB habupawen,/Kota.

Daiem hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a teroenuhi
sedanghan persyaratan huraf b beluny terpenahi, pemerintah clacroh herkowajiban
s omitasilitasi tersedianva lokasi pembangunan rumah ibadal,

Pasal 15

comendasi FKUB sebagaimana dimaks id daiam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupadan
<, musvawarah dan mufakat dalam rapat FKUS, diluangkan dalam aentuk tertulis,

Pasal 16

Permohonan ponchrmn rumah ibuacat sebapffaimana dimaksud cdalam Pasal 14
diajulkan oieh panitia pembangunan run W ibudat kepada bupati/walikota untun
memperolah IMB rumah ibadat.

v Lupatirwaliketa memberikan kepltusan paling lambat 90 (_-F'mbli.m puluh) han sejak
cermohonan sendirian rumah ihadat diajukan sebagaimana dimiaks urj pada ay: [(:L.

Fosal 17
werintah dacnh memfasilitasi penyediaan lokisi baru bagi bangunan gedung rumah |

ada: vang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena nerubahan rencana tata ruzng

daval,

BAB YV
ZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

Pomanfaatan b'mgumn gedung hukan rymali. ibadat sehagai rumah  ibadat
samentara narus mendapat surat keterangan pemberian izln sementara dari
bupatiswalihota dengan memenuhi persyaratan:

[ail fungst dan
o, pemeliharaan Kerukunan umat beragama serla netenteramar dan ketertiban

masy arakat. _J, ,f
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Forsyara an 1o Kk fungsi sebugainmana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacy patid
peratdian m:ru.~...lun;j—uu1cl;-1np'.tun tentang bangunan godang,
40 Parsyaretan |:{.~meliharaan Kervkunan umat beragama serla kelenleraman gan
Letortiban raasyarakat sobagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi

=in tertulis pemilik dangunan: '
5o rewkomendasi tertulis lurah/kepala desa,
¢, oulaparan t2stuhs Kkepada FKUG Fabupaten/iolig clan

- pelaporan ertulis kepada kepal” kantor departemen agama kabupaten/kota.
Pasal 19

Surdat heterangan pemberian jzin sementara pemantaatan banguniun gedung bhukan
ruiah ibadat oleh lmpati,'\.valikota 5ebagaimnﬁa’ dimaksud dalam pasal 18 ayat (1)
gterbithen setelah mempertimbaan gian pendapat tertulis kepale kantor gepartermen
Leanta sabupaten. kota dian FRUE kabupaten/kota.

Surat Keterangan pamberian izin scmentara pemanfaalin pangunan gedung bukan
pumah ibaclat sebagaimanad dimaksud pada ayat (1) burlsiu paling 1ama 2 (duy
L '

Pasal 20

Penetbitan surat keterangan pemberian 1zmn seamontara sehagaimansd dimaksut
calam Pasal 19 ayal (1) dapat dilimpahkan kepada camat.

Spenerbitan surat Kketerangan pemberian izin  sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat 1) dilahukan setelah -nmnperl‘m‘bnngkan pendapit tertulis kepala kanins
Jdopartemen £gama kabupaten: kota dan FKUB kahupaten/kota.

BAD 1
PENYC .ESAIAN PERSELISIHAN

pasal 21,

v Porsehisihan akibat pendinan rumah ibadat diselesailkan securd musyawaran oleh

qasyarahkat setempat.

2 Dalam hai rausyawarih sehudalmana dimaksud  pada ayat (1) tidak dicapal.
cenyelesaian perselisinan dils kukan oleh pupati/walikola dibantu kepald wantor
dopartemen sgama Kabupater./kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil

dan tidak memihak dengan mempcr:imh:—m|a£\<-¢tn" pendapat atau saran FKUB
nabupaten ‘kota.

.3: Dalam hel ;:enyelesaian perselisihan sebagaimanéi dimaksud pada ayat (2) tidak

dicapai. penyelesaian perselisthan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

pPasal 22

Sutentul melaksanakan pembmnaan ternadap hup;.\ti/vmm:om gerta instans terkait ¢
sacran dalim menyelesaikan persclisihan sehugaimai dimaleutl datam pasal 21

e /.,l
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Pasal 23
Gubernur dibaatu kepala kantor wiayah departernen agama provinsi mellukan
. . . . . ' H SR
sengawasan forhadap  bupati/wal’kota serta instansi terkait di daerall  ate”
aelahsanasn  pemeliharaan kerukuaan  umal  beragama, permberdayann foru
WelLAUNEN mat beragama dan pendirian rumah ibadat.
Gupat wabikota  dibuntuy kepala kantor  departemen apfuina kabupualen/roti |

melakukan pengawasan terhadap comat dan lurah/kepala desa serta instansi tervait
§i daerah atas pelaksanaan pemeliharaan keruktnan umal beragami semberdayaun
forum serukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 24

o aubernur mielaporkan  pelaksanaan pemeliharaan  kerukunan umat  beragama,
cembercayaan forum kerukunan umal beragama, dan pengaturan pendirian ruman
sadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan
combusan  Menteri Koordinator Politik, Hukum dan  Keamanan, dan  Menten
hoardinat ar Kesejahteraan Ralyat,

Supati ‘walikota melaporkan pelaksanaan pemelihsraan kerukunan umat heragama.
pemserdavaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaluran pendirian ruman

sadat di Kabupaten,/kota kepada gubernur dengan ternbusan Menteri Dalam Negen
dan Menteri Agaima, ‘

30 Laporan sebagaumana dimaksud pada ayal (1) dan ayal (2) disampaikan sotiap &
_enam) bulan nada bulan Januari dan Jull, itau sewaktu-waktu jika dipandang perlu,
2 :

BAB VI
BELANJA

Pasal 25

selanja pembiaaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama
ot pemberaaysan FKUB secara nasional didanai dari dan atas heban Anggaran
Pendapatan ¢:n # Mlanja Negara.

Pasal 26

L Relanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara
wotenteraman dan ketertiban masyarakat di:bidang pemeliharaon kerukunan umat
horagame, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi
Gidanai dan dan atas beban Anggaran Pendapatin dan delanju Dacrah provinsl,

Golama  pelaksanaan kewajban menjaga kerukunan nasional dan memelihara
hetenteraman dan kelertiban masyarakat di bidang pemelinaraan kKerukunan umat
boragama, pemberdayaan FKUL dan pengaturan  pendirian rurmah ibadat i
wahupater ‘kota didanai dari dai. alas behan '/-\nggar:m Pendapatan dan Balanja
st 8 e ioe o e Flesed e

F
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pazal 27

FiUB dan Devan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kot: dibentuk paling
ambat L(satu tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Fhug atau forum  sejenis yang sudan dibeituk di provinsi dan kabupaten/kote
disesudinan paling lambat 1 (gatu) takun sejak Peraturan Bersirni ini ditetapkan,

P sal 28

i han unan gedung untulk rumah ibadat yang dikeluaivan oleh pemerintah dacrab
<evelun, berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan san dan tetap berluku,

Renovast bangunan gedung rumah ibacdat yang telah mermpunyai IMB untuk rumah
wadat, diproses sesual dengan ketentuan IMB sepanjang lidak terjadi nemindahan

SINALL

D.o.am hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan sccara permantn
4an atau -memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat
sebelum berlakunya Peraluran Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi
penerbitar IMB untuk rumah ibadat dimaksud. N Ly

Pasal 29

, siiran perundang-undangan ying telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib
sesuaikan dengan Peraturan Bersama ini palirg lambat dalam jangka waxtu 2 (dug)
han,
BAB X
KETEN1UUAN PENUTUP

Fasal 30

ada saat berlakunya Peraturan Bersamil ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah
yadat dalam Keputusan Bersama Men:eri Agama dan Menteri Daiam Negeri Nomaor
1 RER MDN-MAG/1969 tentang Pelaksaraan Tugas. Aparatur Pemerintahan dalam
leniamin Ketertican dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan |badat Agama
Len Pemeluk-~ermeluknya dicabut dan cinyatakan tidak berlaku. :

Prasal 31 -
\oraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dileiwpkan di Jakarta
pada tanggal 21 Marel 2006

\l't"l\i?“'F\’l AGANMA MENTER!I DALAM NEGERI

R T e

e ———

S o s

MUHAMMAL M BASYUNTS : }H. MOH. MA'RUF/. /i
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Bimas Hindu & Budha

Penyalahgunaan/Penodaan Agama

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1965
TENTANG
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pengamanan Negara dan
masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan
pembangunan Nasional semesta menuju ke
masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan
peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau
penodaan Agama.

b. bahwa untuk pengamanan Revolusi dan ketentraman
masyarakat, soal ini perlu diatur dengan penetapan
Presiden.

Mengingat:
1. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945:

2. Pasal IV aturan Peralihan Undang-undang Dasar
1945;

3. Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1962 (Lembaran
Negara Tahun 1962 Nomor 34);

4. Pasal 2 ayat (1) Ketetapan MPRS Nomor
II/MPR/1960.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Penetapan Presiden Republik Indonesia Tentang
Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan
Agama

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum
menceritrakan, menganjurkan dan mengusahakan
dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang
sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melaukan

www]16.brinkster.com/okanila/mediaFull.asp?ID=96
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kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-
kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.
Pasal 2

(1) Barang siapa melangar ketentuan tersebut dalam
pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk
mengehentikan perbuatannya itu di dalam suatu
keputusan bersama menteri Agama, menteri/Jaksa
Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1)
dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran
kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia
dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan
organisasi atau aliran tersebut  sebagai
organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah
Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri
Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam
Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama
bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam
Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut
ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau
aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar
ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang,
penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi
yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya 5 tahun.

Pasal 4
Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan
pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 156a
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun

barang siapa dengan sengaja di muka umum
mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

a.yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu
agama yang dianut di Indonesia:

b. dengan maksud agar Supaya orang tidak menganut
agama apapun juga, yang bersendikan Ke- Tuhanan
Yang Maha Esa

Pasal 5

Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku
pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Penetapam Presiden

vww]16.brinkster.com/okanila/mediaFul L.asp?ID=96

Page 2 of 7

Yayas:
DI

02/02/2006

4


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Republik Indonesia ini dengan penetapan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Januari
1965

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

Cap/ttd.
Di undangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Januari
1965 SUKARNO
SEKRETARIS NEGARA
Cap/ttd.
MOCH. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1965

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA

. UMUM

1. Dekrit Presden tanggal 5 Juli 1959 yang
menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku
lagi bagi segenap bangsa Indonesia, ia telah
menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22
Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu
rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.
Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita
berdasarkan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab:

3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan;

5. Keadilan Sosial.

Sebagai dasar pertama Ke- Tuhanan Yang Maha

Esa bukan saja meletakkan moral di atas negara
dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya

www 16.brinkster.com/okanila/mediaFull.asp?1D=96 02/02/2006
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kesatuan Nasional yang berasas keagamaan.

Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha
Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama,
karena adalah suatu tiang pokok dari pada peri
kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia
adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara
dan unsur mutlak dalam usaha nation building.

2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir
di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-
aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/
kepercayaan masyarakat yang bertentangan
dengan ajaran-ajaran dan hukum agama.

Diantara ajaran-ajaran/ peraturan-peraturan pada
pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang
telah menimbulkan hal-hal yang melanggar
hukum, memecah persatuan Nasional dan
menodai agama. Dari kenyataan teranglah,
bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi
Kebatinan/ Kepercayaan yang menyalahgunakan
dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok,
pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah
berkembang ke arah yang sangat membahayakan
agama-agama yang ada.

3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut
di atas, yang dapat membahayakan persatuan
bangsa dan Negara maka dalam rangka
kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi
Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan
Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal
5 Juli yang merupakan salah satu jalan untuk
menyalurkan ketatanegaraan dan keagamaan,
agar oleh segenap rakyat di seluruh wilayah
Indonesia ini dapat dinikmati ketentraman
beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah
menurut agamanya masing-masing.

4. Berhubung dengan maksud memupuk
ketentraman beragama inilah, maka penetapan
presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan
sampai terjadi penyelewengan- penyelewengan
dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai
ajaran- ajaran pokok oleh para ulama dari agama
yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya
aturan ini melindungi ketentraman beragama
tersebut dari penodaan/ penghinaan serta dari
ajaran- ajaran untuk tidak memeluk agama yang
bersendikan Ke-Tuahanan Yang Maha Esa (pasal
4).
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5. Adapun penyelewengan- penyelewengan
keagamaan yang nyata- nyata merupakan
pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi
dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup
diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana
yang telah ada.

Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah berkali-
kali dimaksudkan hendak mengganggu- gugat hak
hidup Agama- agama yang sudah diakui oleh
Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini
diundangkan.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Dengan kata-kata "Di Muka Umum"
dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Agama-
agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah =
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu
Cu (Confusius).

Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan
agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam agama
ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh
penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat
jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2
Undang-undang Dasar juga mereka mendapat
bantuan- bantuan dan perlindungan seperti yang
diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain misalnya:
Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Thaoism dilarang di
Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti
yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka
dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau
peraturan perundangan lain.

Terhadap badan/ aliran kebatinan, Pemerintah
berusaha menyalurkan ke arah pandangan yang
sehat dan ke arah Ke- Tuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor
I/MPRS/1960, Lampiran A Bidang |, angka 6.

Dengan kata- kata "Kegiatan Keagamaan"
dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat
keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran
sebagai agama, mempergunakan istilah dalam
menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran
kepercayaan ataupun melakukan ibadahnya dan
sebagainya. Pokok- pokok ajaran agama diketahui
oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai
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alat-alat/ cara-cara untuk menyelidikinya.

Pasal 2. Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka
terhadap orang-orang ataupun penganut sesuatu
aliran  kepercayaan  maupun anggota-anggota
Pengurus Organisasi yang melanggar larangan
tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasa
cukup diberi nasihat seperlunya.

Apabila penyelewengan itu dilakukan dan mempunyai
efek yang cukup serius bagi masyarakat yang
beragama, maka Presiden berwenang untuk
membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan
akibat-akibatnbya (jo pasal 169 KUHP).

Pasal 3. Pemberian ancaman pidana yang diatur
dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap
anasir- anasir yang tetap mengabaikan peringatan
tersebut dalam pasal 2.

Oleh karena aliran kepercayaan, biasanya tidak
mempunyai bentuk seperti organisasi/ perhimpunan
dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa
anggotanya, maka mengenai aliran-aliran
kepercayaan, hanya penganut yang masih terus
melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana
sedang pemuka aliran sendiri, yang menghentikan
kegiatannya tidak dapat dituntut.

Mengingat sifat ideal dari tindak pidana dalam pasal
ini maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah waijar.

Pasal 4. Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan
dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan
perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan
dengan lisan, tulisan atau perbuatan lain.

Huruf a. Tindak pidana yang dimaksud disini, ialah
semata-mata (pada pokoknya) ditunjuk kepada niat
untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis atau
lisan yang dilakukan secara obyektif, zakeliyk dan
ilmiah mengenai suatu agama yang disertai dengan
usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau
susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau
penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal
itu.

Huruf b. Orang yang melakukan tindak pidana
tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman
orang beragama, pada dasarnya menghianati sila
pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya
adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu di
pidana sepantasnya.
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Pasal 5. Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2726

Dikutip dari

Buku Rumusan Hasil Konsultasi Para Pejabat Dirjen Bimas Hindu
dan Budha dengan Tokoh/Pemuka Lembaga Keagamaan Hindu,
Denpasar tanggal 26 s.d 30 Mei 1995 Departemen Agama RI

Source : Bimas Hindu & Buda Depag

Print artikel | Kirim ke teman

www.hindu-indonesia.com
Data dan Informasi yang disajikan ini merupakan reproduksi dari dokumen aslinya yang
berasal dari berbagai sumber. Jika ada karaguan mengenai isi agar
memperhatikan dokumen aslinya.
Copyright 2002, hindu-indonesia.com, Kontak: Webmaster
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LAMPIRAN XIII
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN TENAGA KERJA

Jalan Letkol Istiglah No. 68 Telepon (0333) 424234
BANYUWANGI

e e eeee——

———

SURAT KETERANGAN

vormor . 800/ 792 1 428.112/ 2606

'y
i

I. Yang berntanda tangan dibawah ini :

a. Nama L ors, TURHADI
B N : 130 0Ub 024
c. Jabatan :Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kependudukan

Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi

dengan ini menerangkan bahwa .

aNama CATIK TRI LESTARI
h NIM 020710101112
c. Fakultas s HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

ot ]

Telan melakukan penelitian di Dinas Kependudukan Catatan Sipil d
Tenaga Kerja Kabupaien Banyuwangi muiai tanggal 22 Mei s/d tanggal 21
Juni 2006.

Penelitian tersebut dalam rangka pengukuan skripsi dengan judul : * Analisa

Yuridis Pensrapan Pasal 2 ayat ( 2 ) Ilndang-l_mdang Na 1 tahun 1974

tarlhadanm Darlrawwinan l\g'zm-: Vhr\nnlﬂnﬁn =
....... ap Corawinan Agama anongnucu

Z. DemiKian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperiunva.

Banyuwangi, 23 Juni 20006

An. KEPALA DINAS KEPENDUDPKAN
CATAIAN SIPIL DAN TENACA HERJA
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TEMPAT IBADAH TRI - DHARM A MHAAXNY
NARA - RAKSITA
sy & B EOE B
( HOO TONG BIO )
JL. IKAN GURAMI 54 Telp. (0333) 424870 - 426039 BANYUWANGI

Ne - 406/HTB/V/2006 Banyuwangi, 04 Mei 2006
Lamp ; -
Ha' - Konsultasi dan Penelitian.

Kepada Yth, - :
Ketua Jurusan/Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Jember

Sehubungan dengan surat Konsultasi dan Penelitian dari Fakultas Hukum

Universitas Jember pada tanggal 27 April 2006, kami menerangkan bahwa seorang
Mahasiswa:

Nama  Atik Tri Lestari

Nim 020710101112

Program  : S lImu Hukum

Alamat . JI.Borobudur B/76 Banyuwangi

Telah Konsultasi dan Penelitian pada tanggal 04 Mei 2006 di Tempat Ibadah
Tri Dharma Nara Raksita kelenteng “Hoo Tong Bio” Banyuwangi.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima Kasih.

Hormat kami,
Pengurus Tempat Ibadah Tri Dharma Nfag_Raksila
Kelenteng “Hoo Tong Bio” Bap®ke (o

( Bambang Witarsa )
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{KURSI SAKSI

g
O ¢

<

KURSI SAKSI DAN PESERTA YANG MENDAMPINGT

et~ Sy

SKETSA RUANG PENDOPO
T.LT.D HOO TONG BIO ,
PADA SAAT UPACARA PERNIKAHAN SUCI

KURSI
PETUGAS

CATATAN SIPIL

8U |

.

KURSI

KEDUA MEMPELAI

ALTAR
YANG MULIA KONGCO
TAN HU CIN JIN

S

K RPET MERAH

é

)y

ALTAR
TUHAN YANG MAUIA ESA

e R LT x

KURSI

KEDUA MEMPELAL

IVIZdWIN YNdI YOUVOTIT ISENM

LAMBTRAN XVT
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LANI

SHAMPIRAN

pria beralamat di

R A o s A L P R .............................

dengan :

L PR L TSNNSO . o . N
MNE O esssis sovinmsimrarshie RIS LT TR - el G
UPACARA PEMBERKATAN NIKAH ini dilangsungkan di TEMPAT IBADAH TRI-DHARMA

NARA RAKSITA, Kelenteng HOO TONG BIO, Banyuwangi.

UPACARA PEMBERKATAN NIKAH ini disaksikan oleh :

saksi - saksi : 1)

L

o (NS a1 A )
BANYUWANGI, Tgl. .covvvevececcvienciennnnn. iy
Tempat Ibadah Tri-Dharma NARA RAKSITA
Kelenteng HOO TONG BIO
Banyuwangi
gL
‘ Pas Photo Pas Photo
| 4 x 6 4x 6

EalEaEEEEEEEEEEEEEEE EE

EEEFEEFEEFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIEEEEE E
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PERJANJIAN PERNIKAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Pria e e e N e el P R L

2. Wanita B e T R R

07: (o[- T 37 | ST e e R R e . DN o L RRER
telah mengikat pernikahan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dan Tri Nabi Agung serta Yang Mulia Kongco
TAN HU CIN JIN dengan disaksikan oleh para saksi, serta berikrar / berjanji sebagai berikut :

Akan senantiasa tekun melakukan ibadah bersama.

= Akan senantiasa menghormati dan berbakti pada orang tua.

I

Akan saling mencintai / setia demi membina rumah tangga yang
harmonis dan bahagia.

=
I

Akan senantiasa bertanggung jawab atas keutuhan rumah tangga kami berdua.

<
I

Akan saling menghormati antara kami berdua.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Tri Nabi Agung serta Yang Mulia Kongco TAN HU CIN JIN menyaksikan
perjanjian kami berdua serta memberkatinya.

Tanda tangan Tanda tangan
Saksi |. 1. Mempelai pna :
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Saksi I, 2. Mempelai wanita
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